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PERJANJIAN KINERJA  TAHUN 2026 

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan, dan akuntabel 

serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini : 

Nama : YUSRAN ACHMAD,S.ST 

Jabatan : Plt.KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 

KABUPATEN LUWU TIMUR 

  Selanjutnya disebut Pihak Pertama 

 

Nama : Ir.H.IRWAN BACHRI SYAM,ST,IPM. 

Jabatan : BUPATI LUWU TIMUR 

                   Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua 

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini 

dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam 

dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut 

menjadi tanggung jawab kami. 

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi 

terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam 

rangka pemberian penghargaan dan sanksi. 

Malili,12 Februari 2026 

 

Pihak Kedua, 

BUPATI LUWU TIMUR 

    Ir.H.IRWAN BACHRI SYAM,ST,IPM. 

Pihak Pertama, 

Plt. KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM 

DAN PENATAAN RUANG 

YUSRAN ACHMAD,S.ST 

 

 

  



No Indikator Kinerja Satuan Target
(1) (3) (4) (5)

1
Indeks cakupan 

infrastruktur layanan 

dasar dan wilayah

Indeks 57,64

2

Ketaatan terhadap 

RTRW
% 44,09

3 Nilai AKIP Nilai 71,00

Program Anggaran Keterangan

1

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 

KABUPATEN/KOTA  Rp        19.790.515.838  DAU 

2 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)  Rp        15.910.055.201  DAU 

3

PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM 

PENYEDIAAN AIR MINUM  Rp          1.633.463.000  DAU 

4

PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN 

PERSAMPAHAN REGIONAL  Rp             346.500.000  DAU 

5

PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR 

LIMBAH  Rp          1.324.103.200  DAU 

6

PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM 

DRAINASE  Rp        15.375.410.000  DAU 

7 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG  Rp        64.686.418.000  DAU 

8 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA  Rp          9.235.000.000  DAU 

9 PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN  Rp      101.863.454.511  DAU, DBH 

10 PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI  Rp          1.205.550.800  DAU 

11 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG  Rp          1.772.777.300  DAU 

TOTAL ANGGARAN  Rp      233.143.247.850 

BUPATI LUWU TIMUR,

Ir. H. IRWAN BACHRI SYAM, ST., IPM.

Meningkatnya keterpaduan penataan ruang dalam mendukung arah 

pembangunan wilayah yang tertib

Meningkatnya akuntabilitas kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Meningkatnya cakupan dan kualitas infrastruktur pekerjaan umum yang 

mendukung konektivitas dan pelayanan dasar wilayah

PERJANJIAN KINERJA ESELON II 

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Sasaran  strategis
(2)

Nip. 19690909 200312 1 012

Malili ,12 Februari 2026

Plt.KEPALA DINAS

YUSRAN ACHMAD,S.ST
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Sasaran 1 : Meningkatnya cakupan dan kualitas infrastruktur pekerjaan umum yang mendukung konektivitas dan pelayanan 

dasar wilayah 

Uraian Sasaran 

Sasaran strategis ini diarahkan untuk meningkatkan ketersediaan dan mutu infrastruktur pekerjaan umum yang berperan penting 

dalam menunjang konektivitas antarwilayah serta pemenuhan pelayanan dasar masyarakat. Infrastruktur yang dimaksud mencakup 

prasarana dasar dan wilayah yang mendukung aktivitas sosial, ekonomi, dan pemerintahan. Peningkatan cakupan dan kualitas 

infrastruktur diharapkan mampu mendorong pemerataan pembangunan wilayah serta meningkatkan aksesibilitas dan kualitas 

pelayanan dasar bagi masyarakat. 

Indikator Kinerja 

Sasaran kinerja ini memiliki indikator kinerja yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian/kondisi sasaran kinerja yang 

akan diwujudkan, yaitu: 

  



No Uraian Relevansi Formulasi Sumber Data 
1 Indikator yang digunakan untuk mengukur 

ketercapaian sasaran ini adalah Indeks cakupan 

infrastruktur layanan dasar dan wilayah. 

Indikator ini menggambarkan tingkat 

ketersediaan dan kualitas infrastruktur dasar 

dan wilayah secara menyeluruh dalam bentuk 

indeks. 

Indikator ini relevan karena mampu 

menggambarkan kondisi keterpaduan dan 

tingkat pencapaian penyediaan infrastruktur 

layanan dasar dan wilayah secara 

komprehensif. Penggunaan indeks 

memungkinkan pengukuran yang lebih 

menyeluruh terhadap cakupan dan kualitas 

infrastruktur, tidak hanya dari aspek kuantitas 

tetapi juga kualitas layanan. Dengan demikian, 

indikator ini secara langsung mencerminkan 

keberhasilan pemerintah daerah dalam 

meningkatkan konektivitas wilayah dan 

pemenuhan pelayanan dasar masyarakat. 

(Rasio luas daerah irigasi 

kewenangan kabupaten yang 

dilayani oleh jaringan irigasi x 15) + 

(Persentase penduduk berakses air 

minum x 15) + (Persentase rumah 

tangga memperoleh layanan 

pengolahan air limbah domestik x 

15) + (Tidak terjadi genangan >2 

kali setahun x 10) + (Rasio 

bangunan ber-IMB persatuan 

bangunan x 5) + (Persentase 

sarana/prasarana persampahan 

yang disediakan x 5) + (Rasio ruang 

terbuka hijau per satuan luas 

wilayah per HPL/HGB x 5) + 

(Persentase jalan kondisi mantap 

(Baik dan sedang) x 25) + (Rasio 

tenaga teknis yang memiliki 

sertifikat kompetensi x 5) / 100 

Dinas PUPR 

Bidang Sumber 

Daya Air, Bidang 

Cipta Karya, 

Bidang Bina 

Marga, Bidang 

Jasa Konstruksi 

 

  



Target Kinerja 

Dalam perjanjian kinerja ini, setiap indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan 

sebagai berikut: 

No Indikator Kinerja Target Penjelasan 

1 Indeks cakupan infrastruktur 

layanan dasar dan wilayah 

57,64 Target indeks sebesar 57,64 menunjukkan tingkat capaian yang diharapkan dalam penyediaan dan 

peningkatan infrastruktur layanan dasar dan wilayah, yang mencerminkan komitmen pemerintah daerah 

dalam mendukung konektivitas dan pelayanan dasar yang lebih baik.. 

 

Sasaran 2 : Meningkatnya keterpaduan penataan ruang dalam mendukung arah pembangunan wilayah yang tertib 

Uraian Sasaran 

Sasaran ini bertujuan untuk mewujudkan penataan ruang yang terintegrasi, selaras, dan tertib sesuai dengan rencana tata ruang 

yang telah ditetapkan. Keterpaduan penataan ruang menjadi landasan penting dalam mengarahkan pembangunan wilayah agar 

berjalan terencana, terkendali, dan berkelanjutan. Dengan penataan ruang yang tertib, pemanfaatan ruang dapat dilakukan secara 

optimal tanpa menimbulkan konflik penggunaan lahan maupun dampak lingkungan yang merugikan. 

Indikator Kinerja 

Sasaran kinerja ini memiliki indikator kinerja yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian/kondisi sasaran kinerja yang 

akan diwujudkan, yaitu: 

  



No Uraian Relevansi Formulasi Sumber Data 
1 Indikator kinerja yang digunakan adalah 

Ketaatan terhadap RTRW, yang diukur dalam 

persentase. Indikator ini mencerminkan tingkat 

kepatuhan terhadap Rencana Tata Ruang 

Wilayah dalam pelaksanaan pembangunan dan 

pemanfaatan ruang di daerah. 

Indikator ketaatan terhadap RTRW sangat 

relevan karena mencerminkan tingkat 

kepatuhan pembangunan dan pemanfaatan 

ruang terhadap rencana tata ruang yang 

berlaku. Tingkat ketaatan ini menunjukkan 

sejauh mana kebijakan dan pengendalian 

pemanfaatan ruang telah dilaksanakan secara 

konsisten. Semakin tinggi ketaatan terhadap 

RTRW, semakin tertib dan terarah 

pembangunan wilayah, sehingga tujuan 

penataan ruang dapat tercapai secara optimal. 

(Realisasi RTRW ÷ Rencana 

peruntukan) x 100% 

Dinas PUPR 

Bidang Tata 

Ruang 

 

Target Kinerja 

Dalam perjanjian kinerja ini, setiap indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan 

sebagai berikut: 

No Indikator Kinerja Target Penjelasan 

1 Ketaatan terhadap RTRW 44,09% Target ketaatan terhadap RTRW sebesar 44,09% menunjukkan proporsi pemanfaatan ruang yang 

diharapkan telah sesuai dengan ketentuan RTRW, sebagai upaya mewujudkan pembangunan wilayah 

yang tertib dan terarah. 

 

  



Sasaran 3 : Meningkatnya akuntabilitas kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 

Uraian Sasaran 

Sasaran strategis ini difokuskan pada peningkatan akuntabilitas kinerja organisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan 

pelayanan publik. Akuntabilitas kinerja mencerminkan kemampuan perangkat daerah dalam merencanakan, melaksanakan, 

mengukur, dan mempertanggungjawabkan kinerja secara transparan dan berorientasi hasil. Peningkatan akuntabilitas diharapkan 

dapat mendorong efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan serta meningkatkan kepercayaan publik terhadap kinerja Dinas 

Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. 

Indikator Kinerja 

Sasaran kinerja ini memiliki indikator kinerja yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian/kondisi sasaran kinerja yang 

akan diwujudkan, yaitu: 

No Uraian Relevansi Formulasi Sumber Data 
1 Indikator yang digunakan adalah Nilai AKIP 

(Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah). 

Indikator ini menggambarkan hasil evaluasi atas 

penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi 

Pemerintah di lingkungan Dinas Pekerjaan 

Umum dan Penataan Ruang. 

Nilai AKIP relevan sebagai indikator karena 

merupakan ukuran resmi dalam menilai 

penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi 

Pemerintah. Nilai ini menggambarkan kualitas 

perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, 

pelaporan kinerja, serta evaluasi dan capaian 

kinerja instansi. Dengan menggunakan Nilai AKIP, 

tingkat akuntabilitas dan tata kelola kinerja Dinas 

PUPR dapat dinilai secara objektif dan terstandar. 

Nilai AKIP Hasil LHE Inspektorat LHE Evaluasi 

Inspektorat 

 



Target Kinerja 

Dalam perjanjian kinerja ini, setiap indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penje lasan 

sebagai berikut: 

No Indikator Kinerja Target Penjelasan 

1 Nilai AKIP 71 Target Nilai AKIP sebesar 71,00 menunjukkan tingkat akuntabilitas kinerja yang diharapkan dapat dicapai, 

sebagai wujud peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik, efektif, dan bertanggung jawab. 

 




























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































